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BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR.47. TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA&N PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUS PELAYANAN
KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

a. bahwa dengan telah ditetapkar dan diundangkannya

Peraturan Daerah Xabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun
2006 tentang Retribusi Felayanan Kesehatan 5ada Unit
Pelaksana Teknis Diras Kesehatan Kabupalen Banyumas
maka perlu adanya petunjik pelaksanaan bagi pemberian

pelayanan;

~ pahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu

menetagkan Peraturan Bupati Banyumas sebaga ~etunjik
Pelaksanaar Pemberian Pelayanan Kesehatan pgda Unit

Pelaksans Tekris Diras Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Undang-undang Nomor 12 TahunyﬁQSO tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabuoaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita

Negara Tangga 18 Agustus 1950):




Menetapkan

2, Undang-undam Nomor 22 T

ahun 1992 tantang Kesehatan
(Lembaran  Negara

Fahun 1902 Nomer 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3405):

3, Undang-undang  Nomor 18 Tenun 1997 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daereh (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26853),

sebagaimana (elah diuban dengan Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lemharan Negara Tahun 2000 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 125,
vambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah dengan lUndang-undang Nomor 8 Tahun 2005,

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3952):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daeral (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembarar: Negara Nomor 4139);
7. Kepdtusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II
2004 tentang Kehijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Peraturan Daeran Kabupaten Banyumas Nomor 3  Tahun
2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit
Palaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

(Lembaran Dacrah Kabupatan Banyumas Tahun 2006 Nomor
2 Seri C).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT! TENTANG PETUNJUK PELARSANAAN
PERATURAN DAZRAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG  RETRIBUSI  PELAYANAN

KESEHATAN  PADA  UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KARUPATEN BANYUMAS



Jalam Pera! |

BAB |
KETENTUAN Uttm

Pasal |

ran Bupati inl yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas,
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kty

Bupati adalah Bupat; Banyumas.

Upaten Banyumas.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Unit Pelaksana Tekris Dines yanc selanjuinya disebut UPTD adalah unit

pelaksana teknis pada Dinas Kesehalan Kabupaten Banyumas yang terdiri

dari:

a.

. Balai Pengobatan Mata/Balai

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjuinya disebut Puskesmas
adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan
secara paripurna kepada masyarakat yang meliputi

Puskesmas
Pembantu dan Puskesraas Keliling.

Kesehatan Mata Masyarakat yang
selanjutnya disebut BP Mata/BKIMM adalah sarana pelayanan kesehatan

penyakait mata secara paripurna kepada masyarakat.

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disebut BP.4

adalah sarane pelayanan kesehatan penyakit naru-paru secara paripurna
kepada masyarakat.

. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi yang selanjutnya disebut UPKF

adalah Unit Perbekalan Alat Kesehatan dar Farmasi pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuinas.

. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksara Teknis Dinas di Dinas

Kesehatan Kabupaten Banyumas.

. Rawat Inap adalah kegiatan fungsional Puskesrnas yang diberi tambahan

ruanaan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat hoik berupa




indakan  cperalif lorbalas wAaupun rawat inep samentara dan  dapat

dilengkapi dengan pelayanan dckiar spasialie,

10 Pelayanan Kesehatan Paripurn adaleh peiayanan secara menyelurun yang
meliputi peningkatan (promotif), penceganan (preventif), pengobatan P
dan pemulihan (rehabilitatin,

+1.Upaya Promotif adalah upaya peningkatan kesehstan.
12.Upaya Preventif adalah upaya pencegahan terhadap timbulnya penyakit.
13.Upaya Kuratif adalah upaya pengobatan penyakit.

14.Upaya Rehabilitatif adalah upaya pemulihan dan peningkatan kesehatan.

15.Puskesmas Pembantu yang seianjutnya disebut Fustu adalah unit pelayanan

kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang pelaksanazn kegiatan

Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil.

16.Puskesmas Keliling yang selaniuirya disebut Pusiing adalah unit pelayanan

kesef.atan keliing yang dilengkapi dergan kendaraan bermotor dan

peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan
Puskesmas.
17 Mobil Pusling adalah Kendaraan roda empal yang berfungsi untuk

mengangkut dan merujuk penderita.

18.Mobil Ambulance adalah Kerdaraan rod2 erpat yang berfungsi untuk

mengangkut dan merujuk penderita.

19.Kartu Asuransi Kesehatan Masvarakat Miskin yang selanjutnya disebut Kartu
Askes Miskin adalah kartu yang .diberikan kepada masyarakat miskin,
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan dapat digunakan untuk

pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di UPTD.

20.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah

Pungutan Daerah atas jasa pemberian pelavanan yang dilakukan oleh UPTD.

21.Surat Ketetapan Retribusi Uaerah yang seianjutnya disebut SKRD adalah

Surat Keputusan yang menentukar. besarnya jumleh retribusi terutang.
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/1) Pungutan yang dilaksanakan olzh UPTD cisetor Bruto ke Kas Daerah melalui
Bank yang ditunjuk

(2) Hasil pungutan sebaga‘mana d'maksud paca ayat (1) disetorkan paling ‘ama
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Semuz Penerimaan atas pelayanan kesehatan yang telah disetorkan UPTD ¢

(1)

ke Kas Daerah seluruhnya dike mbalikan untuk biaya operasional UPTE.
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(3)Pengemballan tang setoran untuk operagional UPTD Selambat;::nmintaan
tanggal 5 buian berikuthya dengan menggunakan Surat Rencana
pembayaran (SPP ) dilampiri Realisasi Pendapatan e
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